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Perjanjian Dagang AS-Indonesia

Komisi XI: Hadirkan Optimisme

Legislator Senayan berharap besar pada perjanjian
dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS)
resmi diteken pada Kamis [19/2/2029). Harapannya,
akses pasar terbuka terbuka, investasi meningkat,
dan ekspor yang diproyeksikan tumbuh,

ANGCOTA Komisl X1 DPR
Amln Akram mengatakian, per-

|anjlan dagang Iniernasional

kerap menghadiban optimisme
peacla fiahagp awal, namue tardang-
an sesungguhinya muncel saa
pelaksanazn. Hal inllah vang kinl
menvertal implementast Agres-
ment on Reclprocal Trade ata
perjanjian perdapengan antara
Indonesta dan Amerika Ser(kat.,

Dia mengunghap perken-
bangan terbary di AS hahwa
Supreme Court of the United
States alaw Mahkamah Agung
(MA) Amerlka membazast ke-
wenangan tarlf Pemeslnezh fe-
deral. Hal Inl menunjukkan
fondast politk suatu perfanjlan
dagang dapat bariebak mengkutl
dinarmntka domessik negara mitra.

Artlivya, secasa hubum, perjan-
[eaan tetap berlaku, 1apl secara poli-
ik dan ekonom, keselmbangan
daya lawar blsa mengalaml
penyesuslan. “Bagl Indonesia,
altwasl tnd peelu dibaca secara
jernlhy dan strategls,” kata Amin
dalam keterangannya, Kamis

[BR7212026)

Armin bilang, peribahan plobal
tersebu hudan alesan untik meras
mukan kera sama lmemaslonal,
melzinkan momentum untuk
memperkual fungsi pengawasan
dan memastikan implementasi
peninjian begjalan sejalan deng-
an kepentingan nasional.

Mernrutnya, peranian dagang
madern fldak lagl sekadar me-
naatur tarll dan anis barang, D
delammya terkandung pengaturan
vang, menyeniub tata kelnki epu-
lasl, eknonomi dighial, standar
indusiel, hingga arah kehijakan
permbangunan domestlk, Karena
fru, pembacaan terhadap per-
janjian hams dilakukan secara
komprehersl], bukan parsial

Amin menyorotl salah satu
perhatian utama adalah komli-
men perthelian produk Amer|ka
dalam nllal yang signlfikan.
Dalam perspekiil diplomasi
ekonomi, langkah lersebus dapa:
mermperkuat hubungan bilaeral
dan membuka peluang akses
pasar vang lebih luas
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Armiin Akram

Indonesla, lanjutnya, tengah
TendnCong, penpusian sWisem-
hiada pangan sehagal baplan dari
peliciis pembanpunan nissonal,
el karen s, keselmbangan an-
tara keterbakaan perdagangan dan
rerlindungan kapasias peoduksl
domessik menjad| fakior kunci

“Febdjakan perdagangan seha-
rusnva memperkugt petanl dan
pelaki usaha nashonal, buikan
fuistru menaimbal tekanan bang,"
tandasnya.

Selaln L, lsu Baln yang tak
kalah penting adalah peagaturan
ekonoml diglial dan arus data
Lintas negara. Apalagl, pasar dig-
Iral Indnnesla merupakan salah
satu yang terbesar di kawasan,
sefilngga setlap kemlimen in-
ternastonal di bldang ini akan

herdampak langsung terhadap
masa depan tndusire teknelogl
naslongl.

“Wegara tetap perly memilikl
riang kebijakan vang cukup
untik memastikan nllal ekonome
digital Juga dinlkmatl pelaku
usahia domestik,” Landasaya,

Marmmdemnikizn, Amin mene
paskan Keimimeniiya uniuk med-
dukung langkah Pemerintah
dalam memperluas kera sama
ekinomi global. Namun, dukurg-
an ersebut becjalan herringan
denygan tanggung jawab konsil-
tishinal DPR wntuk memastikan
setlap ket jakan tetap herpihik
pada kepentingan rakyal.

Pandekatan nl mencerminkan
sthap konsiruktll, arlnya kerja
sama Internastonal diperlukan
uniuk memperkuar pertumbu-
han ekonomi, tetapl franspar-
ansl, kehatl-hatlan, dan evaluast
harkelanfuian tetap menjadl
prasyarat utama, “Elta hans
hisa mermastikan setiap peluang
global benar-henar dierjemah-
kan menjadl manfaai nyaia
hapg! masyarakat Indonesla,”
UCARIYAL

Sementara, angpota Komisl
VI TPR Hidayal Nur Wakid
menyorotl soal akia Per|anfian
Diagang A% dan Indonesla yang
Justru mengaburkan ketentugn
lahel halal wrte tcdak diberlaku-

kan bagl barang-barang impor
darl A5, Padahal selama Inl ada
keharusan dalam pencantiman
sertifikal halal bugi produk all
maugun keterangan nonhalal
bagl produb nonhalal.

Hidayat menjelaskan atwran
peacamuman senifikar halal din
nonhalal gl produk yvang bere-
dar df [ndenesta, D antaranya,
Undang-Undang Momor 33
Tahun 2004 tentang Jaminan
Proxiuk Halal ([PH) vang dikuar-
kan dengan Undang- Undang
Mamor 6 Tahun 2023 rentang
Clpta Kerja, yang herls! keha-
rusan pencantuman labe] halal
bagl produk halal (Pasal 23)
dan pencantuman keleranpan
nonhatal bagl produk nonhalal
(Pasal 26)

Uintusk tu, Hidayat mengingat-
kan Pemerintah Tndonesla untuk
ferbuka terhadap setlap masuhan
kanstruki § darl masvarakat
sepertl darl Malells Ulama In-
donesta IMULL Ea|l ulang ke-
tentuan fetkalt labelisasi halal
procuk pada perfan)lan dagang
dengan Amertka.

“Tujuannya ggar sesoal deng-
an ketentuan dukum vang ber-
laku di Indonesla vang secara
reslprokal mestinya juga dl-
hormatl oleh AS sebagal mlira
dagang Tndonesia,” rurop Wakll
Fetua MPR inl. m i
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